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LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian dari Dinas PM & PTSP Prov. Sulawesi
Selatan.

PEMERINTAH PROVINS| SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JLBougenville Mo.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
‘Website : httpz/simap-new.sulseiprov.go./d Emall ; ptsp@sulselprav.go.id

Makassar 90231

MNomor . 25974/5.01/PTSP/2023 Kepada Yth.
Lampiran 3 o Walikota Makassar
Perihal ¢ 1zin penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomer : 6494/un4.5.1/pt.00/2023 tanggal 13
SsEFTEMBER 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Mama : ADELIA SUSILOWATI AGUNG

MNomaor Pokok : B021191094

Program Studi : Hukum Administrasi Megara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (51) S
Alamat o JI. P. Kemerdekaan Km,. 10Mak5553r'

PROVINS| SULAWESI SELATAN
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PERIZINAN
KEGIATAN PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 18 September s/d 17 November 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujul kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 15 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H.. M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yih
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dinas PM & PTSP Kota Makassar.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JI. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makasssar 90171
Website: dpmptsp.makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 070/455/SKP/SB/DPMPTSP/9/2023

DASAR:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan
Keterangan Penelitian.

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

c. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko,
Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan

d. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023

e. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi
Selatan nomor 070/455/SKP/SB/DPMPTSP/9/2023, Tanggal 15 September 2023

f. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar nomor
456/SKP/RekoTeknis/9/2023

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : ADELIA SUSILOWATI AGUNG

NIM / Jurusan : B021191094 / Hukum Administrasi Negara

Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Alamat : J1. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Lokasi Penelitian : Terlampir-,

Waktu Penelitian : 18 September 2023 - 17 November 2023

Tujuan : Skripsi

Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16

TAHUN 2019 TERHADAP PERIZINAN KEGIATAN
PERGUDANGAN DI KOTA MAKASSAR”

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan
selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.

b. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan
tujuan kegiatan penelitian.

c. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar
melalui email bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com.

d. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan
tersebut diatas.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal: 2023-09-19 11:58:18

i. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR

Tembusan Kepada Yth:

1. Pimpinan Lembaga/Instansi/Perusahaan Lokasi Penelitian;
2. Pertinggal,-
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